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Akuntansi Lingkungan B

1.

Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang bersinggungan dengan masalah lingkungan yaitu:

a.

Pasal 24 ayat 1 Dalam UU Ciptaker, Amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat
(penyusun Amdal) dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh
sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat.
Tim tersebut terdiri atas usur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli
bersertifikat. Ouput dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan
atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan
penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan
perizinan berusaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU
PPLH, vyakni: Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan
lingkungan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Namun, sebelum Amdal dijadikan
dasar penetapan, dokumen Amdal sebagaimana diatur dalam UU PPLH terlebih dahulu
dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan
terbit.

UU Ciptaker mengubah ketentuan Pasal 25 huruf ¢ tentang berkas yang harus ada dalam
dokumen Amdal. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan
serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU PPLH diatur bahwa dokumen Amdal salah
satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak
langsung yang relevan teradap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam UU Ciptaker,
saran masukan serta tangapan dari masyarakat (tidak harus masyarakat yang terkena
dampak langsung).

Proses penyusunan Amdal, baik UU Ciptaker maupun UU PPLH sama-sama mengatur
mengenai keterlibatan masyarakat. Namun, ketentuan dalam UU Ciptaker mempersempit
definisi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam UU PPLH adalah masyarakat yang
terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala
bentuk keputusan dalam proses Amdal, sedangkan dalam UU Ciptaker, masyarakat yang
dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung.

Perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU PPLH menyediakan ruang
bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan
keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai
mekanisme keberatan atas Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai
mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi
penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan
mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini
dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk
menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas.



Perbandingan UUPPLH dan UU Cipta Kerja

Hal

UUPPLH

UU Cipta Kerja

Tahapan

1.Proses dokumen lingkungan
(Amdal atau UKL-UPL)
2.Persetujuan lingkungan,
3.1zin Lingkungan,

1.Proses dokumen lingkungan
(Amdal atau UKL-UPL),
2.Persetujuan Lingkungan,
3.Perizinan Berusaha

4.1zin Usaha
Dasar proses perizinan -Dampak penting bagi -Risiko tinggi
lingkungan -Risiko menengah

-Tidak berdampak penting bagi
lingkungan

-Risiko rendah

Penilai amdal

Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya

Pemerintah Pusat

Anggota Penilai Amdal

-Instansi lingkungan hidup dan
teknis terkait;

-Pakar bidang lingkungan dan
pakar sesuai jenis kegiatan/
usaha

-Wakil dari masyarakat yang
berpotensi terkena dampak
-Organisasi lingkungan hidup

LUK menunjuk Tim Uji
Kelayakan yang terdiri dari:
-Unsur pemerintah pusat
pemerintah daerah

-Pakar bersertifikat yang
kompeten di bidangnya
-Masyarakat yang terkena
dampak langsung

Unsur masyarakat yang
dilibatkan dalam penilaian
Amdal

-Masyarakat yang terkena
dampak kegiatan/usaha
-Pemerhati lingkungan
-Masyarakat yang terpengaruh
atas segala bentuk keputusan
dalam proses Amdal

Masyarakat yang terkena
dampak langsung.

Bantuan dari pemerintah
berupa fasilitasi, biaya, dan/
atau penyusunan Amdal

Bagi usaha dan/atau kegiatan
golongan ekonomi lemah yang
berdampak penting terhadap
lingkungan hidup.

Bagi usaha dan/atau kegiatan
Usaha Mikro dan Kecil yang
berdampak penting terhadap
lingkungan hidup.

Jika terjadi pelanggaran
lingkungan

Konsekuensi terhadap lzin
Lingkungan.

Konsekuensi terhadap
Perizinan Berusaha.

2. Contoh laporan keuangan

PT Numade
iaya Lingk

Berakhir hin Dese
Biaya Lingkungan

Laporan

yang menerapkan amdal dalam memutuskan projek bisnisnya.

n
r 2006

S 60.000

180.000

40.000

$ 280.000 14.0%

§ 240.000

80.000

320.000 1.60 %

S 400.000

200.000

600.000 3.00%

S 900.000

500.000

400.000

1.800.000 9%

3 3.000.000 5%

Thomson South-Western

lowen (2005). Managerial Accounting Seven Edition




3. Contoh laporan keuangan

31 Desombr el
Dacaanbar 31 1 1

durnlzh Asst Lancar
Totad Curmant Assats
Irwestasi lengan Mecode Ekuitas
Equiny - Azzauntad Investmant
Acet Tatap, nato
Fised Ascats, net
Acer Pajak Tangguhan, neta
Deferred Tax Acsers, ot
Acet Tidak Lancar Lainnya
Other Mon Currant Assats
Jureiah Asat
Total Assets
Liabiltiex and Equity

Lisbiltar Jangka Pendek
Curran Lisbiliies

Lisbilhas Jangks Perdsk Lannya,
Gther Curent Lisbilties
Juralsh Liskilitss Jangis Persek
Totad Curment Lisbilites

Lisbilitaz Jsngka Panjang
Man.Currert Lshiies

Bari Loan
Liskilas Sewa Bagian Jangka Panjang
Lezse Lisiitis, Non Current Possion
Uabiltas Imbslan Keria
Empioyuas Benafes Obligation

Jurnish Lisblita Jangia Parjang

Totai NonCurrens Lisbiliies

Surolah Lisltas

Total Lisbities

Eruitas

Equity

Jumiah Lskilitas dan Euitss

Total Lisbiities and Equity
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4. Contoh laporan keuangan yang telah

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK
'DAN ENTITAS ANAKNYAIAND ITS

Lampiran 812 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020, 31
1 JANUARI 2019

Rupiah, kecusi dinyatakan lain)
1. UMUM (anjutan)
2. Pendirian Perusahaan (lsrutan)
‘Selain kegiatan usaha utama,
melakukan

Perusshasn dapat
kegiatan usaha penunjang dalam
rangka optmalizasi pemnfastan sumber days

() Axtvitas pefayanan kepelabuhan lsut,

(vi) Real estst yang dimiis serdit st disewa.

Perusahiaan dan pabrknya beriokasi & Clegon,
Banten  Perusshemn  memusi  cperasi
Perusshasn

Pesusahisan berkedudukan di Jalan

Kantor pusat
Industr No. 5, Clegon.

Perusshaan dimiiki oeh Pemesinish Repubik

produce.
year of hof metal and pig iron (Nt 13).

The Company's hesd office is locsied at Jaisn
Industi No. 5, Cilegon.

The Company is mejorty owned by

menerapkan ISO 14000.

menerapkan audit lingkungan.




